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ABSTRAK

PEMENUHAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS 1 BENGKULU
(STUDI PELAKSANAAN PUTUSAN NO.31/PID.SUS-
ANAK/2025/PN.BGL)

Oleh :
Ade Putri Marulita Rambe

Anak yang terlibat dalam kasus hukum adalah subjek hukum yang memerlukan
perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Penanganan kasus tindak pidana
terhadap anak tidak hanya fokus pada pemberian hukuman, tetapi juga harus lebih
menekankan pada penguatan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak anak sesuai
dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis bagaimana pembinaan dilakukan terhadap anak yang terlibat dalam
tindak pidana setelah putusan nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Bgl dijatuhkan,
serta mengevaluasi sejauh mana hak-hak anak telah terpenuhi sesuai dengan
ketentuan perlindungan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas
I Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris dengan
metode studi kasus dan bersifat deskriptif-analitis. Data didapat dengan melakukan
wawancara kepada petugas LPKA, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak-pihak
terkait lainnya, dan didukung dengan studi literatur terhadap peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, serta berbagai sumber literatur hukum. Data yang
diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan
normatif sesuai dengan cara pembinaan dilakukan di lapangan. Penelitian
menunjukkan bahwa pembinaan yang diberikan kepada anak yang terlibat dalam
tindak pidana di LPKA Kelas I Bengkulu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pembinaan
dilakukan dengan membangun sikap kepribadian, memberikan pendidikan formal
dan nonformal, serta memberikan pelatihan keterampilan dan kemampuan mandiri.
Selain itu, hak-hak anak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, layanan
kesehatan, pembinaan mental dan agama, perlakuan yang layak bagi manusia, serta
perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi secara umum telah terpenuhi.
Meskipun begitu, ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pembinaan, khususnya
karena keterbatasan tenaga manusia dan profesional yang mendukung. Berdasarkan
hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Putusan
Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Bgl di LPKA Kelas I Bengkulu, prinsip
pembinaan dan perlindungan anak sudah diterapkan. Namun, masih perlu dilakukan
peningkatan agar pembinaan dan pemenuhan hak anak dapat berjalan lebih baik.

Kata Kunci : Anak Berhadapan dengan Hukum, LPKA, Pembinaan Anak,
,Perlindungan Anak



ABSTRACT
FULFILLMENT OF CHILDREN'S RIGHTS AT THE CLASS 1
BENGKULU SPECIAL DEVELOPMENT INSTITUTION FOR

CHILDREN

(A STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF COURT DECISION NO.
31/PID.SUS-ANAK/2025/PN.BGL)
[ ]
By:
Ade Putri Marulita Rambe

Children involved in legal cases are legal subjects who require special treatment
within the criminal justice system. The handling of criminal cases involving
children should not solely focus on punishment, but must also emphasize
rehabilitation, protection, and the fulfillment of children's rights in accordance
with the principle of the best interests of the child. This study aims to analyze how
guidance and rehabilitation are carried out for children involved in criminal
offenses following the issuance of Court Decision No. 31/Pid.Sus-
Anak/2025/PN.Bgl, as well as to evaluate the extent to which children's rights
have been fulfilled in accordance with child protection provisions at the Class I
Bengkulu Special Development Institution for Children (LPKA). This research
employs an empirical juridical approach using a case study method and adopts a
descriptive-analytical design. Data were collected through interviews with LPKA
officers, community counselors, and other related parties, and were supported by a
literature review of statutory regulations, court decisions, and various legal
references. The collected data were analyzed qualitatively to evaluate the extent to
which normative provisions correspond with the implementation of child
development practices in the field. The results of the study indicate that the
development and rehabilitation programs provided to children involved in
criminal offenses at the Class [ Bengkulu LPKA have generally been implemented
in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the
Juvenile Criminal Justice System and Law Number 35 of 2014 concerning Child
Protection. The development process includes character building, the provision of
formal and non-formal education, as well as vocational training and the
development of independent life skills. In addition, children's rights—such as the
right to education, health services, mental and religious guidance, humane
treatment, and protection from violence and discrimination—have generally been
fulfilled. Nevertheless, several challenges remain in the implementation of these
programs, particularly due to limitations in human resources and professional
support staff. Based on these findings, it can be concluded that the implementation
of Court Decision No. 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Bgl at the Class I Bengkulu
LPKA has applied the principles of child development and protection. However,
further improvements are still required to ensure that the development programs
and the fulfillment of children's rights can be implemented more effectively.

Keywords: Children in Conflict with the Law, Child Development, LPKA, Child
Protection
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian

Kasus yang diteliti ini adalah tindak pidana yang menjerat anak
untuk melakukan persetubuhan berulang kali, sesuai dengan ketentuan
Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus ini menggambarkan adanya pelanggaran terhadap hak anak
untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
Yang menarik adalah pelaku dalam kasus ini bukanlah orang dewasa,
melainkan sebuah anak di bawah umur yang juga sedang menempuh
pendidikan. Dengan demikian, pelaku masuk dalam kategori Anak yang
Berhadapan dengan Hukum (ABH), seperti diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(SPPA).

Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hukum
perlindungan anak tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga
bisa dilakukan oleh anak-anak yang belum memiliki pengalaman dan
pemahaman emosional serta moral yang cukup. Hal ini menunjukkan

bahwa pergeseran nilai-nilai moral dan kurangnya pengawasan dari



lingkungan sosial serta keluarga bisa menjadi faktor utama munculnya
perilaku yang menyimpang di kalangan remaja.

Selain itu, kasus ini menjadi contoh bahwa perlindungan hukum
terhadap anak harus diterapkan secara seimbang, baik untuk anak yang
menjadi korban maupun anak yang menjadi pelaku. Dalam konteks ini,
sistem peradilan pidana anak diharapkan bukan hanya memberikan
hukuman sebagai efek jera, tetapi juga fokus pada aspek pembinaan,
pendidikan, dan pemulihan (restorative justice) agar masa depan anak
pelaku tetap dapat dipertahankan tanpa mengabaikan hak-hak korban.!

Dengan adanya kasus seperti ini, penting untuk meninjau kembali
bagaimana  hukum  diberlakukan dan  bagaimana  hakim
mempertimbangkan putusan terhadap anak yang terlibat dalam tindak
pidana persetubuhan. Dengan demikian, bisa tercipta keseimbangan
antara pelaksanaan hukum, perlindungan anak, dan keadilan yang
berlandaskan nilai kemanusiaan.

Penanganan kasus pidana yang melibatkan anak, baik yang menjadi
pelaku maupun korban, adalah isu penting dalam sistem hukum
Indonesia. Hal ini karena perlindungan hak anak dan pencapaian
keadilan memerlukan perhatian khusus. Kasus ini menyangkut tindak
pidana yang melibatkan penganiayaan seksual terhadap anak secara

berulang, yang dilakukan oleh NLA (15 tahun) terhadap SAB (16

! Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative
Justice (Bandung: Refika Aditama, 2010).



tahun), sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Fakta bahwa pelaku
dan korban sama-sama masih di bawah umur menunjukkan pentingnya
penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. secara
menyeluruh. SPPA menekankan prinsip kepentingan terbaik anak dan
lebih menekankan upaya pemulihan, pembinaan, serta perlindungan,
daripada hanya memberikan hukuman. Tersambungnya berbagai pihak
seperti Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Hakim, serta Balai
Pemasyarakatan (Bapas) yang membuat laporan penelitian
kemasyarakatan (litmas) menunjukkan bahwa penanganan kasus ini
bersifat multidisiplin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip SPPA
diterapkan dalam proses peradilan pidana anak, khususnya dalam hal
putusan hakim, peran Bapas dalam penyusunan litmas sebagai bahan
pertimbangan, serta perlindungan hukum terhadap hak anak yang
menjadi pelaku.?

Perbuatan yang melanggar hukum dalam kasus ini terjadi dalam
jangka waktu yang lama, yaitu mulai dari bulan Oktober 2024 hingga
Juli 2025. Saat itu, pelaku yang berusia 15 tahun beberapa kali mengajak
korban yang berusia 16 tahun untuk menjalani hubungan seperti antara
suami dan istri. Salah satu kejadian yang paling penting terjadi pada

tanggal 7 Juli 2025 di Hotel Seruni, Kota Bengkulu, di mana pelaku

2 Marlina.



melakukan tindakan pencabulan terhadap korban. Kasus ini terungkap
setelah keluarga korban menjadi curiga terhadap hubungan kedua pihak
dan menemukan bahwa pelaku sempat menawarkan berbagai janji,
termasuk janji akan menikahi korban. Berdasarkan laporan keluarga,
polisi melakukan penyelidikan, lalu pindah ke penyidikan dan
penuntutan terhadap pelaku. Setelah melewati berbagai tahapan hukum,
kasus ini diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu pada tahun 2025,
dengan menyatakan bahwa pelaku terbukti melakukan tindak pidana
memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual secara berulang.

Durasi waktu terjadinya tindak pidana menunjukkan bahwa
perbuatan pelaku bukanlah tindakan spontan, melainkan terjadi
berulang kali dalam beberapa bulan, sehingga memenuhi syarat
perbuatan berulang (voorgezette handeling) yang diatur dalam Pasal 64
ayat (1) KUHP.

Fakta ini menjadi dasar penting bagi majelis hakim dalam
menentukan putusan, karena menunjukkan adanya niat dan kesadaran
pelaku dalam melakukan tindakan melanggar hukum tersebut. Dari segi
waktu juga, kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan dari orang
tua dan lingkungan sosial terhadap aktivitas anak agar terhindar dari

tindakan serupa di masa depan.’

3 Mahrus Ali, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Yogya
Karta: UII Press, 2020).



Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan
terhadap kesusilaan yang menimbulkan dampak serius bagi korban,
terutama perempuan dan anak. Kejahatan ini tidak hanya melanggar
hukum pidana, tetapi juga norma sosial dan nilai moral yang berlaku di
masyarakat. Dalam banyak kasus, korban mengalami trauma mendalam
baik secara fisik maupun psikologis, sementara pelaku sering kali
memanfaatkan situasi atau kondisi tertentu untuk melancarkan aksinya.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah peristiwa persetubuhan
yang terjadi di Hotel Seruni, Jalan Ciliwung Raya, Kelurahan Padang
Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, yang berada
dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu. Tempat tersebut
dipilih secara sengaja oleh pelaku untuk melakukan perbuatan terhadap
korban, sehingga menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan
perencanaan dalam tindak pidana tersebut.

Kasus ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum bagi
korban tindak pidana persetubuhan, terutama dalam hal pemulihan dan
penegakan keadilan. Dalam praktiknya, sering kali korban berada dalam
posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga tidak
mampu memperjuangkan haknya secara optimal. Oleh karena itu, aparat
penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan

keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan memastikan pelaku



mendapat hukuman yang setimpal.* Dari sisi hukum, perbuatan
persetubuhan tanpa persetujuan korban merupakan pelanggaran
terhadap Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan. Selain itu, dalam kasus
tertentu, apabila korban masih di bawah umur, maka perbuatan tersebut
termasuk dalam kategori tindak pidana persetubuhan terhadap anak
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dengan demikian, penelitian ini penting
dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap
pelaku tindak pidana persetubuhan serta bagaimana perlindungan
hukum yang diberikan kepada korban dalam proses peradilan. Kajian
ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam
bagi penulis dan pembaca tentang mekanisme penegakan hukum dalam
kasus persetubuhan, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri
Bengkulu.

Peristiwa persetubuhan yang terjadi di Hotel Seruni, Jalan Ciliwung
Raya, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota
Bengkulu, dimulai dari hubungan pacaran antara pelaku dan korban.
Dalam hubungan tersebut, pelaku membujuk korban untuk melakukan

hubungan badan dengan menjanjikan akan bertanggung jawab dan

4 Mahrus Ali, Hukum Pidana: Proses Dan Sistem Peradilan Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2020).



menikahi korban. Bentuk penawaran semacam ini sering terjadi dalam
hubungan antar remaja yang belum sepenuhnya memahami batasan
hukum, moral, dan agama dalam menjalin ikatan. Salah satu faktor
utama yang menyebabkan terjadinya peristiwa ini adalah kurangnya
pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan anak-anak mereka.

Dalam banyak situasi, lemahnya pengawasan membuat remaja
mudah terpengaruh dan melakukan tindakan yang melanggar norma
sosial maupun hukum.’ Selain itu, rendahnya kontrol sosial di
lingkungan masyarakat juga berkontribusi terhadap meningkatnya
tindakan menyimpang di kalangan remaja. Ketika masyarakat tidak
aktif dalam memberikan pengawasan, kesempatan remaja untuk
melanggar aturan menjadi lebih terbuka.®

Faktor lain yang penting adalah minimnya pemahaman remaja
tentang hukum, terutama mengenai batas-batas yang dibenarkan dalam
hubungan antar lawan jenis. Banyak remaja tidak menyadari bahwa
tindakan persetubuhan di luar perkawinan dapat dianggap sebagai
tindak pidana jika dilakukan tanpa persetujuan atau korban di bawah
umur. Selain faktor hukum dan sosial, kurangnya pendidikan seks dan
moral bagi remaja juga menjadi penyebab munculnya kasus serupa.
Pendidikan seks yang tepat seharusnya diberikan sejak awal agar remaja

dapat memahami risiko, tanggung jawab, dan konsekuensi dari setiap

3 Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).
¢ Soerjono Soerkano, Sosiologi : Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019).



tindakan yang dilakukan. Jika aspek pendidikan ini diabaikan, kasus
serupa akan terus terjadi dan berpotensi merugikan perkembangan
moral generasi muda.

Peristiwa persetubuhan ini terjadi secara perlahan dan berulang kali.
Menurut fakta yang diberikan dalam persidangan, pelaku beberapa kali
mengajak korban untuk berhubungan badan di Hotel Seruni, Jalan
Ciliwung Raya, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading
Cempaka, Kota Bengkulu. Pelaku memanfaatkan hubungan sebagai
pacar untuk meraih kepercayaan korban, lalu melakukan persetubuhan
dengan menawarkan janji akan bertanggung jawab dan menikahi
korban. Tindakan ini menunjukkan adanya niat sengaja dan upaya
menggoda yang menjadi bagian penting dalam pembuktian tindak
pidana persetubuhan.’

Kasus ini akhirnya terungkap ketika orang tua korban menemukan
anaknya bersama pelaku di hotel tersebut, sehingga timbul keraguan dan
langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Setelah dilakukan
penyelidikan serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan hasil visum,
penyidik memutuskan untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka dan
memproses perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena pelaku
masih berstatus anak di bawah umur, proses peradilan dilakukan sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

SPPA. Undang-undang ini menyatakan bahwa anak yang terlibat dalam

" Moeljatno, Asas- Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rinke Cipta, 2019).



perkara hukum berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi,
perlindungan identitas, serta kesempatan untuk diberi bimbingan agar
bisa kembali berperilaku baik di masyarakat. Oleh karena itu, proses
hukum terhadap pelaku tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga
menekankan aspek pembinaan serta pendidikan.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu
menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 1 tahun 8 bulan di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu serta pelatihan
kerja selama 1 tahun. Hukuman ini bertujuan bukan hanya untuk
membuat pelaku merasa takut, tetapi juga untuk memandu pelaku
memahami kesalahannya dan memperbaiki diri. Putusan tersebut
mencerminkan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak,
sebagaimana diamanatkan dalam hukum nasional dan konvensi
internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Berdasarkan penjelasan yang ada, penulis merasa penting untuk
melakukan analisis yang mendalam tentang masalah ini, yang pada
akhirnya dituangkan dalam skripsi penelitian dengan judul “ Pemenuan
Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Bengkulu
(Studi Pelaksanaan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-
Anak/2025/PN.Bgl)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam

latar belakang, penulis lebih menekankan tujuan dari penelitian ini, dan
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sebagai hasilnya, penulis mengidentifikasi masalah yang dibahas sebagai
berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak
pidana setelah putusan dijatuhkan di LPKA Bengkulu?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak-hak Anak sesuai dengan ketentuan
perlindungan anak di LPKA Bengkulu?
C. Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoris

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk
perkembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana
anak dan pelaksanaan keputusan pengadilan yang berkaitan
dengan anak. Temuan dari penelitian ini bakal menambah
wawasan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),
khususnya yang berhubungan dengan prinsip perlindungan
hukum, keadilan restoratif, dan sasaran pemidanaan yang
modern dalam praktik pengadilan.

b. Penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi para akademisi,
mahasiswa ilmu hukum, dan peneliti yang berminat untuk
mendalami pandangan hakim ketika memberikan hukuman
kepada anak pelaku kejahatan serta sistem pembinaan anak di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
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2. Secara Praktis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana
anak, seperti hakim, jaksa, petugas pembimbing masyarakat, staf
LPKA, dan lembaga yang menangani perlindungan anak.

b. Penelitian ini bisa menjadi alat evaluasi untuk meningkatkan
konsistensi dalam penerapan pertimbangan hukum yang
memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu,
bagi pemerintah daerah dan LPKA, hasil penelitian ini dapat
digunakan sebagai acuan dalam merancang program pembinaan
dan rehabilitasi yang lebih efektif untuk mendukung reintegrasi
sosial anak setelah menjalani hukuman.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang
menjadi pertimbangan bagi hakim dalam kasus pemerkosaan anak
terhadap anak, serta menilai sejauh mana hal itu sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum yang berlaku, sekaligus menjelaskan tujuan dan
kegunaan dari penelitian ini:
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pembinaan

terhadap anak pelaku tindak pidana setelah putusan dijatuhkan

di LPKA Kelas I Bengkulu.
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b. Untuk Mengetahui Bentuk-bentuk pemenuhan haka nak di
LPKA, meliputi ha katas Pendidikan, Kesehatan, pembinaan
keperibadian, pembinaan kemandirian, perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk memperoleh
perlakuan yang manusiawi sesuai dengan martabat anak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis
Secara akademis, penelitian ini juga dapat menjadi bahan
referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, serta peneliti hukum
dalam melakukan kajian lebih lanjut mengenai pertimbangan
hakim dalam perkara anak dan pelaksanaan pembinaan anak di
LPKA. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam
memperluas wawasan akademik dan memperdalam pemahaman
teoritis tentang penerapan hukum pidana anak di Indonesia.

b. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan
pertimbangan dalam pelaksanaan program pembinaan dan
rehabilitasi agar lebih efektif, edukatif, dan berorientasi pada
reintegrasi sosial anak. Sementara bagi masyarakat luas,
penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan empati
sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga
terwujud sistem pembinaan yang lebih manusiawi dan

berkeadilan.



